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Abstract: Digital transformation in the public sector has become a strategic necessity to improve
bureaucratic effectiveness, public service quality, and governmental organizational performance.
This study aims to analyze the implementation of smart government in improving the performance
of the governmental work environment through a Systematic Literature Review (SLR) approach.
This research employed a qualitative method by reviewing various national and international
scientific articles obtained from Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, and IEEE Xplore
published between 2020 and 2025. The findings indicate that the implementation of smart
government significantly affects organizational performance through organizational effectiveness,
operational efficiency, transparency, accountability, public service responsiveness, and
organizational agility. Digital transformation also encourages changes in the governmental work
environment to become more flexible, collaborative, innovative, and technology-based. The success
of smart government implementation is influenced by digital infrastructure readiness, human
resource competencies, governance Systems, data security, and inter-agency coordination.
However, the implementation of smart government still faces several challenges, including limited
digital infrastructure, low digital competence among government employees, organizational
resistance to change, and data security issues. Therefore, strengthening digital infrastructure,
improving the digital competencies of government personnel, and developing integrated digital
governance are necessary to support effective and sustainable governmental transformation.
Keywords: smart government, digital transformation, organizational performance, public sector,
public service

Abstrak: Transformasi digital dalam sektor publik menjadi kebutuhan strategis untuk
meningkatkan efektivitas birokrasi, kualitas pelayanan publik, serta kinerja organisasi
pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi smart government dalam
meningkatkan kinerja lingkungan kerja pemerintahan melalui pendekatan Systematic Literature
Review (SLR). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menelaah berbagai artikel ilmiah
nasional dan internasional yang diperoleh dari Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan [EEE
Xplore pada periode 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi smart
government berpengaruh signifikan terhadap peningkatan organizational performance melalui
efektivitas organisasi, efisiensi operasional, transparansi, akuntabilitas, responsivitas pelayanan
publik, serta organizational agility. Transformasi digital juga mendorong perubahan lingkungan
kerja pemerintahan menjadi lebih fleksibel, kolaboratif, inovatif, dan berbasis teknologi.
Keberhasilan implementasi smart government dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital,
kompetensi sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, keamanan data, serta koordinasi antar
lembaga. Namun demikian, implementasi smart government masih menghadapi berbagai tantangan
seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kompetensi digital aparatur pemerintah,
resistensi organisasi terhadap perubahan, serta permasalahan keamanan data. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, serta
pengembangan tata kelola digital yang terintegrasi guna mendukung transformasi pemerintahan
yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: smart government, transformasi digital, organizational performance, sektor publik,
pelayanan publik.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan besar
dalam sistem pemerintahan modern di berbagai negara. Transformasi digital tidak lagi dipandang
sekadar sebagai inovasi teknologi, tetapi telah berkembang menjadi kebutuhan strategis dalam
meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, efisiensi organisasi sektor publik, serta kualitas
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pelayanan kepada masyarakat. Perubahan lingkungan global yang ditandai dengan kemajuan
teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, serta tuntutan
transparansi dan akuntabilitas menjadikan transformasi digital sebagai agenda utama dalam
reformasi birokrasi. Pemerintah dituntut mampu membangun sistem pemerintahan yang responsif,
adaptif, dan berbasis teknologi guna menciptakan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan,
dan terintegrasi (Benney, 2020).

Dalam konteks tersebut, konsep smart government muncul sebagai salah satu pendekatan
strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Smart government merupakan
bentuk modernisasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara terintegrasi untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, efektivitas organisasi, transparansi birokrasi, serta
kualitas pelayanan publik. Konsep ini berkembang dari e-government tradisional yang sebelumnya
lebih berfokus pada digitalisasi administrasi dan pelayanan berbasis elektronik. Smart government
memiliki cakupan yang lebih luas karena melibatkan integrasi teknologi, reformasi organisasi,
pengelolaan data, kolaborasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat dalam proses
pemerintahan (Janowski, 2015).

Kajian mengenai smart government menjadi semakin penting seiring meningkatnya
implementasi pemerintahan digital di berbagai negara. United Nations E-Government Survey 2024
menunjukkan bahwa mayoritas negara di dunia telah mengembangkan sistem pemerintahan digital
berbasis teknologi cerdas sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas
birokrasi. Perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (Al), Big Data, Internet of Things
(IoT), cloud computing, blockchain, dan data analytics mendorong pemerintah menciptakan sistem
kerja yang lebih efisien, kolaboratif, dan berbasis data. Pemanfaatan teknologi tersebut tidak hanya
memengaruhi kualitas pelayanan publik, tetapi juga berdampak langsung terhadap lingkungan kerja
organisasi sektor publik, termasuk pola kerja birokrasi, koordinasi antar lembaga, produktivitas
pegawali, serta efektivitas pengambilan keputusan (Mergel et al., 2019).

Urgensi implementasi smart government semakin meningkat karena sektor publik
menghadapi berbagai tantangan kompleks, seperti rendahnya efisiensi birokrasi, lambatnya
pelayanan publik, keterbatasan koordinasi antar instansi, serta tingginya tuntutan masyarakat
terhadap pelayanan yang cepat dan transparan. Di sisi lain, perkembangan masyarakat digital
menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Masyarakat
kini menuntut pelayanan yang mudah diakses, cepat, responsif, dan berbasis teknologi. Kondisi
tersebut mendorong pemerintah melakukan transformasi digital tidak hanya pada aspek pelayanan,
tetapi juga pada sistem kerja organisasi pemerintahan secara menyeluruh (Haug et al., 2023).

Penelitian ini mengacu pada dua studi literatur utama yang relevan dengan kajian smart
government dan organizational performance pada sektor publik. Penelitian pertama dilakukan oleh
Irpan, (2026) melalui artikel Digital Government and Public Sector Organizational Performance:
A Systematic Literature Review yang menjelaskan bahwa implementasi digital government
berpengaruh terhadap peningkatan organizational performance melalui efisiensi operasional,
peningkatan kualitas pelayanan publik, organizational agility, serta penguatan tata kelola
organisasi sektor publik. Sementara itu, penelitian kedua berjudul Transforming Public Services:
A Systematic Review of Smart Government Frameworks, Architectures, and Implementation
Challenges Prihatmanto et al., (2024)menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi smart
government dipengaruhi oleh integrasi teknologi digital, tata kelola pemerintahan, keamanan data,
infrastruktur digital, dan kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi pelayanan
publik. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki kontribusi
penting terhadap peningkatan kinerja organisasi sektor publik.

Di Indonesia, implementasi smart government terus berkembang melalui kebijakan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah terus mendorong integrasi layanan
digital antarinstansi guna menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Namun demikian,
implementasi smart government di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum
optimalnya integrasi data antar lembaga, keterbatasan kualitas sumber daya manusia di bidang
teknologi informasi, serta perbedaan kesiapan infrastruktur digital antar daerah (Andek Prabowo,
2026).

Meskipun implementasi smart government menunjukkan berbagai dampak positif, dalam
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praktiknya masih terdapat hambatan yang cukup kompleks. Berbagai penelitian menunjukkan
bahwa penerapan smart government di berbagai negara menghadapi permasalahan berupa
keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, resistensi
organisasi terhadap perubahan, keamanan data, kompleksitas birokrasi, keterbatasan anggaran,
serta kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan. Selain itu, ketimpangan infrastruktur
digital antar wilayah juga menjadi tantangan dalam menciptakan pemerintahan digital yang merata
dan inklusif (Alenezi, 2022).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian
mengenai hubungan antara implementasi smart government dan kinerja organisasi sektor publik,
khususnya dalam konteks lingkungan kerja pemerintahan. Sebagian besar penelitian sebelumnya
lebih berfokus pada aspek pelayanan publik atau implementasi teknologi secara parsial, sedangkan
kajian yang membahas pengaruh smart government terhadap organizational performance dan
transformasi lingkungan kerja secara komprehensif masih relatif terbatas. Selain itu, hasil
penelitian sebelumnya menunjukkan adanya variasi efektivitas implementasi smart government di
berbagai negara yang dipengaruhi oleh faktor institusional, sumber daya manusia, kepemimpinan
digital, serta kesiapan organisasi (Nuralim et al., 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan guna memberikan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi smart government terhadap kinerja
organisasi sektor publik. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhi keberhasilan implementasi smart government serta berbagai tantangan yang dihadapi
dalam transformasi digital sektor publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi smart government terhadap
kinerja organisasi sektor publik melalui pendekatan Systematic Literature Review. Secara khusus,
penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis hubungan antara smart government dan
organizational performance pada sektor publik; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhi keberhasilan implementasi smart government; (3) menganalisis dampak transformasi
digital terhadap lingkungan kerja organisasi pemerintahan; serta (4) mengidentifikasi tantangan dan
hambatan implementasi smart government dalam sektor publik

B. Metedologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature
Review (SLR) untuk menganalisis implementasi smart government terhadap organizational
performance pada sektor publik. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang
komprehensif, sistematis, dan terstruktur mengenai perkembangan penelitian terkait smart
government, transformasi digital pemerintahan, serta pengaruhnya terhadap lingkungan kerja
organisasi sektor publik. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi, menelaah,
mengevaluasi, dan mensintesis berbagai penelitian terdahulu yang relevan sehingga diperoleh
gambaran menyeluruh mengenai konsep, faktor pendukung, tantangan, serta dampak implementasi
smart government (Snyder, 2019).

Rancangan penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah
penelitian, penetapan tujuan penelitian, pengumpulan literatur, seleksi artikel, analisis data, serta
penyusunan sintesis hasil penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada kajian implementasi smart
government dalam meningkatkan organizational performance pada lingkungan kerja sektor publik.
Ruang lingkup penelitian mencakup berbagai studi yang membahas digital government, smart
government, organizational performance, digital leadership, organizational agility, transformasi
digital sektor publik, dan kualitas pelayanan publik (Page et al., 2021).

Objek penelitian dalam studi ini berupa artikel ilmiah, jurnal nasional maupun
internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik smart government dan
organizational performance pada sektor publik. Sumber data diperoleh melalui basis data akademik
seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan IEEE Xplore dengan menggunakan kata kunci
“smart government”, ‘“digital government’, “organizational performance”, “public sector”,
“digital transformation”, dan “public service”. Literatur yang digunakan merupakan artikel yang
dipublikasikan dalam rentang tahun 2020-2025 agar diperoleh data dan informasi yang lebih aktual
mengenai perkembangan transformasi digital pemerintahan (Kitchenham, 2004).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri,
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mengidentifikasi, dan mengumpulkan berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.
Artikel yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi
meliputi artikel yang membahas implementasi smart government pada sektor publik,
organizational performance, transformasi digital pemerintahan, serta lingkungan kerja organisasi
publik. Sementara itu, artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian, tidak memiliki
pembahasan yang jelas, atau tidak berasal dari sumber ilmiah yang kredibel dikeluarkan dari proses
analisis (Tranfield et al., 2003).

Definisi operasional dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel utama, yaitu smart
government dan organizational performance. Smart government didefinisikan sebagai sistem
pemerintahan berbasis teknologi digital yang mengintegrasikan teknologi informasi, tata kelola,
sistem informasi, sumber daya manusia, dan pelayanan publik guna mendukung efektivitas
pemerintahan. Sementara itu, organizational performance diartikan sebagai kemampuan organisasi
sektor publik dalam mencapai tujuan pelayanan melalui efektivitas, efisiensi, transparansi,
responsivitas, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data,
klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis
dengan mengidentifikasi tema-tema utama dalam penelitian terdahulu, seperti faktor keberhasilan
implementasi smart government, dampaknya terhadap organizational performance, tantangan
transformasi digital, serta perubahan lingkungan kerja sektor publik. Selanjutnya, hasil analisis
disintesis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai hubungan antara
implementasi smart government dan peningkatan organizational performance pada sektor publik.

C. Pembahasan dan Analisa
Implementasi Smart Government dalam Transformasi Organisasi Sektor Publik

Transformasi digital pada sektor publik menjadi salah satu agenda utama pemerintahan
modern dalam meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan paradigma pemerintahan dari sistem
administrasi konvensional menuju sistem pemerintahan digital yang lebih terintegrasi, responsif,
dan berbasis data. Dalam konteks tersebut, smart government hadir sebagai bentuk transformasi
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital guna mendukung efektivitas tata kelola
pemerintahan dan organizational performance pada sektor publik (Irpan, 2026).

Berdasarkan hasil kajian literatur, smart government tidak hanya dipahami sebagai
digitalisasi pelayanan publik, tetapi juga sebagai integrasi antara teknologi, tata kelola
pemerintahan, sumber daya manusia, sistem informasi, dan partisipasi masyarakat dalam
menciptakan pemerintahan yang efektif serta berkelanjutan. Konsep ini berkembang dari e-
government tradisional yang sebelumnya lebih berfokus pada penggunaan teknologi elektronik
dalam pelayanan administrasi. Smart government memiliki cakupan yang lebih luas karena
melibatkan pemanfaatan teknologi cerdas seperti Artificial Intelligence (Al), Big Data, Internet of
Things (I1oT), cloud computing, blockchain, dan data analytics dalam mendukung pengambilan
keputusan serta transformasi organisasi sektor publik.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi smart government
dipengaruhi oleh beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu infrastruktur digital,
teknologi informasi, tata kelola pemerintahan, sistem informasi, sumber daya manusia, keamanan
data, serta partisipasi masyarakat. Seluruh komponen tersebut menjadi dasar utama dalam
menciptakan sistem pemerintahan digital yang efektif.

1. Infrastruktur Digital

Infrastruktur digital merupakan fondasi utama dalam implementasi smart government.
Infrastruktur ini mencakup jaringan komunikasi, pusat data, perangkat keras, perangkat lunak, serta
sistem keamanan informasi yang mendukung operasional pemerintahan digital. Berdasarkan hasil
studi literatur, kualitas infrastruktur digital sangat menentukan keberhasilan implementasi smart
government karena seluruh proses administrasi dan pelayanan publik bergantung pada kemampuan
sistem digital yang digunakan (Gil-Garcia et al., 2014).

Ketersediaan jaringan internet yang stabil dan terintegrasi memungkinkan proses pelayanan
publik dilakukan secara cepat dan efisien. Selain itu, pusat data terintegrasi mempermudah
pemerintah dalam mengelola informasi dan mempercepat pertukaran data antar lembaga
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pemerintahan. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan
infrastruktur digital antarwilayah masih menjadi tantangan utama, khususnya di negara
berkembang.

2. Teknologi Informasi dan Sistem Digital

Implementasi smart government sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi
dan sistem digital yang terintegrasi. Teknologi seperti Al, Big Data, 10T, dan cloud computing
memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi sektor publik. AI dapat
membantu pemerintah dalam proses otomatisasi layanan dan pengambilan keputusan berbasis data,
sedangkan Big Data memungkinkan analisis informasi secara cepat dan akurat untuk mendukung
penyusunan kebijakan publik (Deakin, 2014).

Selain itu, penggunaan cloud computing membantu pemerintah meningkatkan efisiensi
pengelolaan data serta mempercepat akses informasi antar lembaga. Sistem digital yang terintegrasi
memungkinkan organisasi sektor publik mengurangi kompleksitas birokrasi dan meningkatkan
efektivitas pelayanan publik.

3. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung
implementasi smart government. Tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas,
efektivitas kebijakan, partisipasi publik, serta koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam
menjalankan sistem pemerintahan digital. Berdasarkan hasil kajian literatur, implementasi smart
government membutuhkan dukungan regulasi dan kebijakan yang jelas agar transformasi digital
dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Regulasi yang terintegrasi akan membantu
pemerintah dalam menetapkan standar pelayanan digital, pengelolaan data, keamanan informasi,
serta mekanisme koordinasi antar instansi pemerintahan (Guenduez et al., 2018).

Koordinasi antar lembaga pemerintahan juga menjadi aspek yang sangat penting karena
integrasi sistem digital memerlukan kerja sama lintas organisasi dalam pengelolaan data dan
pelayanan publik. Kurangnya koordinasi antar instansi sering kali menyebabkan duplikasi sistem,
ketidaksinkronan data, serta ketidakefisienan dalam pengelolaan informasi pemerintahan. Oleh
karena itu, pemerintah perlu membangun sistem tata kelola digital yang terintegrasi agar seluruh
lembaga pemerintahan dapat bekerja secara kolaboratif dan mendukung efektivitas pelayanan
publik berbasis teknologi.

4. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan implementasi smart government tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi,
tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan transformasi digital sektor
publik. Aparatur pemerintah dituntut memiliki kompetensi digital, kemampuan beradaptasi
terhadap teknologi, serta keterampilan dalam pengelolaan sistem informasi dan pelayanan publik
berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital aparatur pemerintah
masih menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi smart government, khususnya
dalam pemanfaatan teknologi informasi secara optimal pada proses administrasi pemerintahan.

Selain itu, perubahan sistem kerja dari konvensional menuju digital menuntut aparatur
pemerintah agar mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan
teknologi, pengembangan kompetensi digital, serta peningkatan kemampuan pengelolaan data
menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan implementasi smart government dan
transformasi organisasi sektor publik.

Pengaruh Smart Government terhadap Organizational Performance

Berdasarkan hasil studi literatur, implementasi smart govermment memiliki pengaruh
signifikan terhadap organizational performance pada sektor publik. Organizational performance
dipahami sebagai kemampuan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan pelayanan publik
melalui efektivitas, efisiensi, transparansi, responsivitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan.
Implementasi smart government memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata
kelola organisasi karena teknologi digital memungkinkan proses kerja birokrasi menjadi lebih
cepat, terintegrasi, dan berbasis data.

Smart government berkontribusi terhadap peningkatan organizational performance melalui
optimalisasi proses kerja organisasi, penguatan koordinasi birokrasi, percepatan pelayanan publik,
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serta pengambilan keputusan berbasis data. Implementasi sistem digital memungkinkan organisasi
pemerintah mengurangi prosedur administrasi yang kompleks sehingga proses kerja menjadi lebih
efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga membantu pemerintah
meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat respons terhadap kebutuhan
masyarakat.

Indikator Organizational Performance dalam Smart Government
1. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi menunjukkan kemampuan organisasi sektor publik dalam mencapai
tujuan pelayanan publik secara optimal. Smart government meningkatkan efektivitas organisasi
melalui integrasi sistem informasi dan penggunaan teknologi digital dalam proses administrasi
pemerintahan. Penggunaan sistem digital memungkinkan organisasi pemerintah mengelola
pelayanan publik secara lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berbasis data sehingga tujuan
organisasi dapat dicapai dengan lebih efektif.

Pemanfaatan sistem digital memungkinkan organisasi pemerintah mempercepat proses
pelayanan, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta mengurangi keterlambatan dalam
pengambilan keputusan. Selain itu, penggunaan data secara real time membantu organisasi sektor
publik merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan
demikian, implementasi smart government mampu meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi
dan efektivitas pelayanan publik secara keseluruhan.

2. Efisiensi Operasional

Efisiensi operasional menjadi salah satu indikator utama dalam organizational
performance karena berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya
secara optimal. Implementasi smart government memungkinkan organisasi pemerintah melakukan
otomatisasi layanan sehingga dapat mengurangi penggunaan dokumen fisik, mempercepat proses
administrasi, dan menekan biaya operasional organisasi.

Digitalisasi sistem administrasi juga membantu organisasi sektor publik mengurangi
birokrasi yang panjang serta meningkatkan produktivitas kerja aparatur pemerintah. Proses
pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dialihkan ke sistem digital sehingga
mempercepat waktu pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik dapat
dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan hemat biaya.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan indikator penting dalam tata kelola pemerintahan
modern. Smart government memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi secara lebih
mudah melalui sistem pelayanan digital dan platform informasi publik berbasis teknologi.
Keterbukaan informasi tersebut membantu meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan pemerintah.

Ketersediaan informasi publik secara daring meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap
kinerja pemerintah sehingga dapat mengurangi praktik birokrasi yang tidak transparan. Selain itu,
sistem digital juga membantu pemerintah menciptakan mekanisme pelaporan dan evaluasi kinerja
yang lebih akurat, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut mendukung terciptanya
tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan terpercaya.

4. Responsivitas Pelayanan Publik

Responsivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan
masyarakat secara cepat dan tepat. Smart government meningkatkan responsivitas pelayanan
melalui penggunaan platform digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik
tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sistem pelayanan berbasis digital membantu masyarakat
memperoleh layanan secara lebih mudah, praktis, dan efisien.

Pelayanan berbasis daring mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi publik
sehingga meningkatkan kepuasan terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Selain itu, penggunaan
teknologi digital juga memungkinkan pemerintah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat
secara lebih cepat sehingga proses tindak lanjut pelayanan dapat dilakukan secara responsif.

5. Organizational Agility

Organizational agility merupakan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap

perubahan lingkungan secara cepat dan efektif. Dalam era transformasi digital, faktor ini menjadi
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penting karena organisasi sektor publik harus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan
teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Organisasi yang memiliki tingkat agility
yang baik cenderung lebih mudah menghadapi perubahan sistem kerja dan perkembangan
teknologi digital.

Smart government membantu organisasi pemerintah meningkatkan organizational agility
melalui penggunaan sistem digital yang fleksibel, integrasi data, dan pengambilan keputusan
berbasis teknologi. Dengan adanya sistem kerja yang terintegrasi, organisasi pemerintah dapat
merespons perubahan kebijakan dan kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan efektif sehingga
mendukung peningkatan organizational performance.

Transformasi Lingkungan Kerja dalam Organisasi Sektor Publik

Implementasi smart government juga menyebabkan perubahan besar dalam lingkungan
kerja organisasi sektor publik. Sistem kerja birokrasi yang sebelumnya bersifat konvensional mulai
berubah menjadi sistem kerja digital yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan inovatif. Perubahan
tersebut mendorong organisasi pemerintah menyesuaikan pola kerja, budaya organisasi, dan
kompetensi aparatur pemerintah dalam menghadapi era digital.

1. Digitalisasi Sistem Kerja

Digitalisasi sistem kerja memungkinkan aparatur pemerintah melakukan berbagai aktivitas
organisasi secara elektronik melalui penggunaan sistem informasi digital. Pemanfaatan teknologi
dalam proses kerja membantu meningkatkan efisiensi komunikasi, pengelolaan data, dan
koordinasi antar unit kerja. Sistem administrasi digital juga membantu mempercepat proses
pelayanan serta mengurangi ketergantungan terhadap dokumen manual.

Selain itu, digitalisasi sistem kerja mendukung terciptanya proses kerja yang lebih efektif
dan transparan karena seluruh aktivitas organisasi dapat dipantau melalui sistem digital. Kondisi
tersebut membantu organisasi pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas
birokrasi.

2. Budaya Kerja Digital

Transformasi digital mendorong berkembangnya budaya kerja digital dalam organisasi
sektor publik. Budaya kerja digital ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam
pengambilan keputusan, komunikasi organisasi, dan pelayanan publik. Aparatur pemerintah
dituntut untuk lebih terbuka terhadap inovasi dan perkembangan teknologi dalam mendukung
pekerjaan organisasi.

Budaya kerja digital juga mendorong aparatur pemerintah menjadi lebih inovatif, adaptif,
dan kolaboratif terhadap perubahan teknologi. Dengan adanya budaya kerja digital, organisasi
sektor publik dapat meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi serta mempercepat proses
koordinasi antar unit kerja.

3. Peningkatan Kompetensi Digital

Implementasi smart government menuntut aparatur pemerintah memiliki kompetensi
digital yang memadai dalam menjalankan sistem pemerintahan berbasis teknologi. Aparatur
pemerintah harus mampu mengoperasikan sistem digital, mengelola data, dan memanfaatkan
teknologi dalam mendukung pelayanan publik secara efektif.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital menjadi salah satu prioritas utama dalam
transformasi organisasi sektor publik. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan teknologi,
pengembangan keterampilan digital, serta peningkatan literasi teknologi bagi aparatur pemerintah
agar implementasi smart government dapat berjalan optimal.

Tantangan Implementasi Smart Government

Meskipun implementasi smart government memberikan berbagai manfaat terhadap
organizational performance, hasil studi literatur menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai
tantangan dalam penerapannya. Tantangan tersebut berkaitan dengan aspek teknologi, sumber daya
manusia, tata kelola organisasi, serta kesiapan infrastruktur digital dalam mendukung transformasi
pemerintahan.
1. Keterbatasan Infrastruktur Digital

Keterbatasan infrastruktur digital menjadi hambatan utama dalam implementasi smart

government, terutama pada wilayah yang belum memiliki akses internet dan teknologi yang
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memadai. Ketimpangan infrastruktur digital menyebabkan pelayanan berbasis teknologi belum
dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah.
2. Keamanan Data dan Privasi Informasi

Penggunaan sistem digital dalam pemerintahan meningkatkan risiko kebocoran data dan
serangan siber. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan informasi dan
perlindungan data masyarakat agar implementasi smart government dapat berjalan secara aman dan
terpercaya.
3. Resistensi Organisasi terhadap Perubahan

Transformasi digital sering kali menghadapi resistensi organisasi karena sebagian aparatur
pemerintah masih terbiasa menggunakan sistem kerja konvensional. Perubahan budaya kerja
menuju sistem digital membutuhkan proses adaptasi serta dukungan kepemimpinan organisasi.
4. Keterbatasan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kurangnya kemampuan teknologi informasi dan literasi digital aparatur pemerintah menjadi
tantangan dalam implementasi smart government. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan
teknologi belum berjalan optimal dalam mendukung pelayanan publik.
5. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Integrasi sistem digital membutuhkan koordinasi lintas organisasi agar seluruh lembaga

pemerintahan dapat bekerja secara terintegrasi. Kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan
implementasi smart government belum berjalan optimal dan sering menimbulkan ketidaksinkronan
data antar instansi pemerintahan.

Analisis Sintesis Penelitian

Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa
implementasi smart government memiliki hubungan yang kuat terhadap peningkatan
organizational performance pada sektor publik. Smart government tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen digitalisasi pelayanan publik, tetapi juga sebagai strategi transformasi organisasi
pemerintahan secara menyeluruh.

Keberhasilan implementasi smart government dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur
digital, kompetensi sumber daya manusia, digital leadership, organizational agility, keamanan
data, serta koordinasi antar lembaga pemerintahan. Dengan dukungan faktor-faktor tersebut, smart
government dapat meningkatkan efektivitas lingkungan kerja, kualitas pelayanan publik, efisiensi
birokrasi, serta kemampuan organisasi sektor publik dalam menghadapi tantangan transformasi
digital secara berkelanjutan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review yang telah dilakukan, implementasi smart
government memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan organizational performance pada
sektor publik. Smart government tidak hanya berfungsi sebagai bentuk digitalisasi pelayanan
publik, tetapi juga menjadi strategi transformasi organisasi pemerintahan melalui integrasi
teknologi digital, tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, dan sistem informasi dalam
mendukung efektivitas birokrasi. Implementasi smart government mampu meningkatkan
efektivitas organisasi, efisiensi operasional, transparansi, akuntabilitas, responsivitas pelayanan
publik, serta organizational agility dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja digital. Selain
itu, transformasi digital juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih fleksibel,
kolaboratif, inovatif, dan berbasis teknologi sehingga membantu organisasi sektor publik
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, smart government dapat
dipahami sebagai pendekatan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan modern yang
adaptif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Meskipun demikian, implementasi smart govermment masih menghadapi berbagai
tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kompetensi sumber daya manusia,
keamanan data dan privasi informasi, resistensi organisasi terhadap perubahan, serta kurangnya
koordinasi antar lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat
pengembangan infrastruktur digital, meningkatkan kompetensi digital aparatur pemerintah melalui
pendidikan dan pelatihan, memperkuat sistem keamanan informasi, serta membangun koordinasi
lintas organisasi yang lebih terintegrasi. Penelitian ini juga menyarankan agar penelitian
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selanjutnya mengembangkan kajian empiris mengenai implementasi smart government pada
instansi pemerintah tertentu sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai
efektivitas transformasi digital dalam meningkatkan organizational performance pada sektor
publik.
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